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ABSTRAK

Manusia sebagai Zoon Politicon dikodratkan untuk hidup bermasyarakat
dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara
menutup kontrak. Akan tetapi karena kontrak merupakan janji dari dua
pihak, maka ada kemungkinan bahwa janji-janji itu tidak terpenuhi dan
pada akhirnya berujung pada sengketa. Sengketa keperdataan dan
perniagaan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan untuk terjadi
sebab dalam peristiwa tersebut biasanya menyebabkan kerugian pada
salah satu pihak. Dalam menanggulangi kerugian akibat wanprestasi,
Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia mengatur bahwa pihak
yang dirugikan mempunyai hak gugat yang salah satunya adalah ganti
rugi, yaitu berupa: Biaya, Rugi dan Bunga. Sedangkan menurut hukum
Inggris ganti rugi (damages)’ dapat berupa: ‘expectation’, ‘reliance’ dan
‘restitution’ atau ‘account of profit’. yang disebut terakhir ini merupakan
salah satu perkembangan pertanggungjawaban kontraktual yang tidak
dikenal dalam KUHPerdata Indonesia, Dimana ganti kerugian ditetapkan
dengan dasar keuntungan yang diperoleh oleh debitur akibat
perbuatannya yang melanggar perjanjian. Akan tetapi penggunaan jenis
ganti rugi ini, di negara asalnya di Inggris, terbatas pada kondisi-kondisi
yang dianggap “luar biasa” dan bila jenis ganti rugi yang umum kurang
memadai.

Perkembangan lainnya dalam hukum Inggris adalah mengenai ganti rugi
immaterial atau ganti rugi non-ekonomis, yang dalam hukum Indonesia
kurang jelas pengaturannya namun diakui dalam praktik melalui putusan
Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014; dan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1503 K/Pdt/2001. Melalui Putusan Watts v Morrow,
Bingham LJ menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) kategori perkara yang
dapat menuntut ganti rugi non-pecuniary. Pertama, Bila bagian penting
atau yang utama dari objek perjanjian adalah untuk memberikan manfaat
non-ekonomis untuk kreditur. Atau dengan kata lain ketika 'tujuan utama'
dari kontrak adalah untuk memberikan kesenangan atau kenikmatan. Ini
tidak akan mencakup kasus-kasus di mana kekecewaan merupakan
konsekuensi insidental dari breach of contract. Kategori kedua adalah bila
breach of contract telah menyebabkan “physical inconvenience and
discomfort’.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang

Manusia dalam pandangan Aristoteles merupakan Zoon Politicon atau
dapat diartikan sebagai makhluk sosial. Pandangan tersebut ingin
menggambarkan bahwa manusia secara alamiah dikodratkan untuk hidup
bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Manusia sebagai makhluk
sosial, dalam rangka mengadakan hubungan-hubungan, dilakukan antara
lain, dengan cara menutup kontrak.' Pada dasarnya kontrak berawal dari
perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Melalui
perjanjian perbedaan kepentingan tersebut kemudian di akomodasi dan
selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para

pihak.?

Hak dan kewajiban dari para pihak tersebut diatur oleh hukum perikatan.
Hukum perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua
orang/pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu
hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itu.’ Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
atau burgerlijk wetboek (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur
bahwa suatu perikatan dapat lahir baik dari persetujuan baik karena
undang-undang. Pengertian dari Perjanjian/persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal tersebut merujuk pada pengertian dalam pasal 1313
KUHPerdata, namun definisi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam
pasal 1313 KUHPerdata dirasa kurang memuaskan bagi sebagian besar

sarjana hukum, dan oleh karenanya, berkembang definisi yang dirumuskan

' Lihat J. Satrio Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi,(Bandung: PT
Citra Aditya Bakti,2014) Cet.IL,hlm.1

2 Hernoko Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,
(Jakarta:Prenada Media Group), Cet.4 hlm.1

3 Prof.Subekti, Hukum perjanjian, (Jakarta:PT Intermasa,2006) Hlm.1



oleh para sarjana hukum seperti salah satunya Prof. Subekti dengan
mendefinisikan kembali perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Terkait pengertian dari perjanjian,
Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa perjanjian sepatutnya harus
dibedakan dengan pengertian janji, perbedaan antara keduanya didasarkan
pada akibat dari pelanggaran atas keduanya, dimana perjanjian memiliki
akibat hukum atas pelanggarannya, sedangkan janji tidak memiliki akibat

hukum.

Berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana terkandung dalam
pasal 1338 KUHPerdata, maka pada dasarnya perjanjian merupakan
hukum yang mengikat, dan oleh karenanya, apa yang telah diperjanjikan
wajib untuk dipatuhi. Walaupun demikian, karena kontrak merupakan janji
dari dua pihak, maka ada kemungkinan bahwa janji-janji itu tidak
terpenuhi dan pada akhirnya berujung pada sengketa keperdataan dan
perniagaan.* sengketa keperdataan dan perniagaan merupakan peristiwa
yang tidak diharapkan untuk terjadi, sebab dalam peristiwa tersebut
biasanya, namun tidak selalu, menyebabkan kerugian pada salah satu
pihak.’ Sengketa keperdataan dan perniagaan merupakan suatu peristiwa
hukum yang tidak mungkin bisa dihindari begitu saja, karena pada
dasarnya sengketa merupakan suatu cerminan dari watak dan kemauan
diantara manusia yang tidak seragam. Peristiwa tidak terlaksananya
prestasi karena kesengajaan maupun kelalaian debitur disebut sebagai

wanprestasi.® Wanprestasi dapat disebabkan oleh: debitur sama sekali tidak

* Op.Cit, Satrio Hlm.1

> Winarto Wahyu, Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya
Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di
Pengadilan Negeri Surakarta(Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Juni 2017),
Hlm.39

® Adi Sulistiyono, . Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi di Indonesia. (Surakarta: Sebelas
Maret University Press.2006) HIm.2



memenuhi prestasinya; debitur terlambat memenuhi prestasi; atau debitur

keliru atau tidak sesuai dalam memenuhi prestasi.’

Dalam menanggulangi kerugian akibat wanprestasi, hukum positif
Indonesia mengatur bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi
mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak—hak kontraktualnya

antara lain:®

- Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen);

- Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu

bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding);

- Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding)berupa biaya,rugi,
dan bunga;

- Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

- Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti
rugi

Berbeda dengan pengaturan dalam hukum Inggris, Menurut Djasadin
Saragih jika terjadi wanprestasi (Breach of contract) maka tuntutan
kreditur kepada debitur hanya terbatas pada tuntutan ganti rugi (damages)
dan bukan pemenuhan prestasi (specific performance) ataupun Injunction.
Gugatan specific performance dan Injunctions hanya dapat diajukan di
pengadilan “court of chancery” yang mendasarkan putusannya pada
Equity’ Pada dasarnya, sistem hukum Inggris membagi ‘damages’’

menjadi: ‘expectation’, ‘reliance’ dan ‘restitution’ atau account of profit

7 Namun, tidak berprestasi tidak selalu sama dengan wanprestasi, sebab ada keadaan tidak
berprestasi yang dapat dibenarkan. Menurut hukum positif di Indonesia, salah satu cara dalam
menetapkan debitur dalam keadaan wanprestasi adalah dengan melancarkan pernyataan lalai
(ingebrekestelling).

Lihat Soenandar Taryana,dkk Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016)
Cet.Il HIm.19

® Op.cit, Soenandar Taryana, dkk Him.21

° Djasadin Saragih. Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law dalam
Hukum Kontrak di Indonesia, (Jakarta: ELIPS 1998). Him. 6

' Dalam hukum kontrak, damages sebenarnya memiliki arti kerusakan, namun dalam kepustakan
hukum, damages diartikan sebagai kerugian. Kusumohamidjojo budiono, Perbandingan Hukum
Kontrak (Comparative Contract Law), (Bandung: CV. Mandar Maju,2015), Hlm.103

10



sebagai perkembangan terkini dalam hukum Inggris. Perkembangan
lainnya dalam hukum Inggris adalah mengenai ganti rugi immateril atau
non-pecuniary losses. Yang dalam KUHPerdata Indonesia kurang jelas
pengaturannya namun diakui dalam praktik, yaitu dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014; dan Putusan Mahkamah
Agung 1503 K/Pdt/2001 akan tetapi cukup disayangkan bahwa dalam
kedua putusan tersebut tidak terdapat ratio decidendi yang jelas dan dapat
digunakan sebagai panduan di masa mendatang dalam menghadapi

perkara yang serupa.

Sekilas terdapat perbedaan pertanggungjawaban ganti rugi yang timbul

" berdasarkan

akibat wanprestasi antara hukum perjanjian Indonesia
KUHPerdata dengan hukum Inggris. Perbedaan-perbedaan ini besar
kemungkinan diakibatkan oleh latar belakang sejarah, politik, ekonomi,
kebudayaan dan kepentingan yang berbeda. Atas perbedaan-perbedaan
yang ada kemudian dimungkinkan untuk dilakukannya suatu studi yang
membandingkan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum
yang lain, dan dengan adanya studi perbandingan hukum, akan makin
terasa manfaatnya antara lain berupa sumbangan pemikiran untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang sama dan apabila pola pemikiran
hukum asing itu cocok dengan pola kebudayaan hukum Indonesia dapat
diresepsi atau disumbangkan dalam pembentukan atau pembaharuan
hukum nasional Indonesia tetapi dengan tidak meninggalkan moral dan
kepribadian bangsa, sehingga tetap merupakan hukum indonesia yang
berciri khas. Selain itu, dalam praktik, dengan perbandingan ini besar
harapan agar dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam menutup kontrak maupun dalam upaya

penyelesaian sengketa.

" apa yang dimaksud dengan “hukum perjanjian Indonesia” dalam penelitian ini adalah

bagian-bagian yang relevan dari Hukum Perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang Undang
Hukum Perdata Indonesia

11



Dalam penelitian ini Hukum Inggris dipakai sebagai pembanding atau the
secundum comparatum terhadap hukum Indonesia atau the Primum
Comparandum. Pemilihan hukum Inggris dalam penelitian ini dikarenakan
bahasa Inggris banyak dipakai dalam pergaulan internasional dan dunia
perdagangan internasional, sehingga banyak ditemukan perjanjian yang
ditutup dengan menggunakan bahasa Inggris yang tentunya turut
mempergunakan istilah-istilah hukum Inggris. Sebagai negara yang maju
dengan kebutuhan masyarakat yang juga modern, Inggris dapat dianggap
lebih berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan
berkaitan wanprestasi. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut dengan judul, "STUDI KOMPARATIF KONSEP
GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM INGGRIS”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

masalah-masalah sebagai berikut:

2.1.  Apakah persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara
hukum Indonesia dan hukum Inggris mengenai pertanggungjawaban
kerugian akibat tidak dilaksanakan prestasi dalam hubungan

kontraktual?
Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.  Untuk membandingkan  pengaturan  mengenai  konsep
pertanggungjawaban wanprestasi menurut hukum Indonesia dengan

hukum Inggris.
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3.2.  Sebagai salah satu rujukan dalam bagi legislator dalam proses
pembentukan atau perumusan hukum kontrak di masa depan (de

lege ferenda).
Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:
4.1.  Kegunaan Teoritis

m Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan
masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan
literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal
yang berhubungan dengan pertanggungjawaban akibat

wanprestasi;

m Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
legislator di indonesia dalam pengembangan hukum
kontrak melalui rancangan atau rumusan peraturan

perundang-undangan;

m Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian
lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan
dengan pertanggungjawaban akibat wanprestasi; dan

m Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam hal
terjadi sengketa mengenai pertanggungjawaban ganti rugi
atas atas wanprestasi dalam kehidupan transaksi kontrak

bisnis di litigasi maupun non litigasi.

4.2.  Kegunaan Praktis

m Bagi masyarakat

penelitian ini diarahkan agar dapat menambah wawasan

berpikir masyarakat seputar perbandingan konsep
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pertanggungjawaban dalam wanprestasi menurut perspektif

hukum Indonesia dan Hukum Inggris.

Dengan adanya penelitian diharapkan agar dapat dijadikan
masukan kepada instansi-instansi, seperti lembaga legislatif
sebagai pembentuk Undang-undang untuk membuat aturan
hukum yang berkenaan dengan pertanggungjawaban dalam

wanprestasi.
5. Metode Penelitian
5.1.  Sifat penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, dikarenakan hasil
dari penelitian ini diarahkan untuk memberi gambaran yang
menyeluruh dan sistematis mengenai konsep ganti rugi akibat
wanprestasi berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Inggris.
Kemudian analitis, karena dilakukan suatu analisis terhadap
persamaan dan perbedaaan dan untuk selanjutnya dianalisis
keefektivitasannya atas masing masing konsep hukum dalam

menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan wanprestasi.

5.2.  Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini disusun dengan metode penelitian yuridis
normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder belaka.'? Bahan-bahan tersebut disusun
secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Ul Pers, 2007), hlm. 67
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diteliti."” Penggunaan penelitian ilmu hukum normatif meliputi
pengkajian mengenai'*:
a. Asas-asas hukum;
b. Sistematika hukum,;
Taraf sinkronisasi hukum;
d. Pebandingan hukum;

e. Sejarah hukum;

Dalam penulisan hukum yang berjudul “Studi Komparatif Konsep
Ganti Rugi Akibat Wanprestasi berdasarkan Hukum Indonesia dan
Hukum Inggris”, digunakan metode penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan perbandingan hukum. Penulis akan melakukan
perbandingan hukum secara mikro dengan tertium comparationis
yang akan diperbandingkan adalah mengenai ketentuan mengenai
ganti rugi akibat wanprestasi menurut hukum di kedua belah

negara.
5.3.  Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan
identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan
sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh
karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat
ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan konsep
ganti rugi akibat wanprestasi dan konsep dari wanprestasi itu

sendiri.

13 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.(Jakarta:
Rajawali Pers, 2001), hlm.13.

" Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung:Mandar Maju
2008),Cet.2,HIm.86
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini

berupa data sekunder, yang berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan

pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara

yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

a.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek)

Yurisprudensi

Perjanjian atau Kontrak keperdataan yang berkaitan
dengan objek yang diteliti

Stare Decisis/Sistem Preseden

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan

penjelasan hukum primer, seperti :

a.

Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait
dalam penelitian ini.

Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan
penelitian ini.

Buku-buku penunjang lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, kamus bahasa Inggris, Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dsb.
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5.4.  Jenis data dan Teknik analisa

Analisis data merupakan analisis kualitatif, artinya dianalisis
dengan data-data yang sudah ada. Metode analisis data secara
kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk
menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan
dalam menyajikan permasalahan hukum yang menjadi objek
kajian."” Data yang sudah ada ini akan diolah dan dianalisis secara
deduktif yang selanjutnya dikaitkan dengan norma-norma hukum,
doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada. Penelitian secara
kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta

norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.'®
6.  Sistematika Penulisan

Keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bagian ini menguraikan Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode

Penelitian , Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB 11 : GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI
BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

15 Zainuddin Ali, metode Penelitian Hukum, Hlm.67
16 Lexi  Moeleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatift ~ (Bandung:PT.Remaja
Rosdakarya,2002)HIm.103
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BAB III

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang luas
lingkup perjanjian, teori-teori wanprestasi dalam
hukum Indonesia yang ditinjau berdasarkan Kitab
Undang Undang Hukum Perdata. Untuk mencapai
pembahasan yang komprehensif, pembahasan

mengenai Pernyataan lalai dan keadaan memaksa.

Setelah  menjabarkan  konsep-konsep tersebut
selanjutnya penulis juga akan menyajikan pokok
penelitian ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban

ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi.

Keseluruhan pembahasan diatas akan dilengkapi
doktrin-doktrin dan yurisprudensi baik Indonesia
maupun negara Belanda dan Perancis sebagai

sesama penganut sistem hukum Civil Law.

GANTI RUGI AKIBAT BREACH OF
CONTRACT BERDASARKAN HUKUM
INGGRIS

Dalam bab ini, akan diuraikan tentang dasar teori
hukum yang berhubungan dengan breach of
contract sebagaimana yang berlaku dalam hukum
Inggris. Selain itu, penulis juga tertarik untuk turut
membahas konsep efficient breach yang tengah
eksis di tradisi hukum common law. Pembahasan
konsep yang disebut terakhir ini memiliki

pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan
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BAB IV

BABV

aturan hukum ganti rugi yang timbul akibat breach

of contract

Di akhir bab ini penulis juga akan menjabarkan
ganti rugi (damages) selaku inti penelitian yang

akan diperbandingkan.

: PERBANDINGAN GANTI KERUGIAN

AKIBAT WANPRESTASI/BREACH OF
CONTRACT MENURUT HUKUM
INDONESIA DENGAN HUKUM INGGRIS

Membandingkan pertanggungjawaban ganti rugi
yang  timbul akibat ~ tidak  dipenuhinya
kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan
kontraktual menurut hukum Indonesia dan Inggris,
selanjutnya dianalisis guna memperoleh persamaan
dan perbedaan dari konsepsi hukum Indonesia dan

Inggris.

: PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran
terkait dengan pembahasan permasalahan yang

diteliti.
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